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ABSTRAK 

Penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang 
ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Hakim menjatuhkan putusan terhadap 
tindak pidana penggelapan berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan yang mengacu 
pada alat bukti yang sah sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Putusan 
yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap orang yang melakukan tindak pidana mengacu 
pada Pasal 191 ayat (1), (2) dan Pasal 193 yaitu putusan bebas, lepas dari segala tuntutan 
hukum dan pemidanaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah 
bentuk-bentuk putusan hakim terhadap kasus tindak pidana penggelapan dari tahun 2010 
sampai dengan tahun 2013 di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, 2. Apakah yang 
menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan 
hukum terhadap tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP (Studi kasus perkara nomor 
192/PID.B/2011/PN/PDG), 3. Bagaimanakah pelaksanaan putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum terhadap tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP (Studi kasus 
perkara nomor 192/PID.B/2011/PN/PDG). Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian yaitu yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber 
data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi 
dokumen. Data yang diperoleh diolah dengan metode editing dan dianalisa secara 
kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk putusan hakim 
terhadap kasus tindak pidana penggelapan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 di 
Pengadilan Negeri Klas I A Padang adalah putusan pemidanaan dan putusan lepas dari 
segala tuntutan hukum. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari 
segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP (Studi kasus 
perkara nomor 192/PID.B/2011/PN/PDG) yaitu berdasarkan fakta-fakta di persidangan 
dan alat bukti yang sah sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hakim 
menilai bahwa perbuatan hukum antara Chandler Russel Howard dengan Garry Edward 
Scott adalah perbuatan dalam lapangan hukum keperdataan, dimana permasalahan antara 
mereka berdua harus diselesaikan malalui jalur hukum perdata. Pelaksanaan putusan 
lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP 
(Studi kasus perkara nomor 192/PID.B/2011/PN/PDG) adalah karena terdakwa berada 
dalam tahanan, maka hakim akan memerintahkan jaksa untuk mengeluarkan terdakwa 
dari tahanan dan mengembalikan hak, kedudukan serta martabat dari terdakwa. Saran 
yang dapat diusulkan yaitu 1. Hakim dalam menentukan bentuk putusan yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana penggelapan, seharusnya melihat dari besar 
atau tidaknya akibat atas perbuatan tersebut. 2. Hakim menentukan putusan dalam tindak 
pidana penggelapan, seharusnya tidak hanya bersumber pada pertimbangan yuridis saja, 
akan tetapi seharusnya juga bersumber pada pertimbangan non yuridis dan juga hakim 
wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Seharusnya pelaksanaan 
putusan lepas terhadap tindak pidana penggelapan tidak hanya berkaitan dengan 
pelepasan fisik dari terdakwa saja akan tetapi seharusnya juga menentukan terkait ganti 
kerugian yang diderita oleh korban.  


